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ABSTRAK

Aturan parliamentary threshold telah dipraktekan nitle 2009 yang bertujuan
menyederhanakan jumlah partai politik di parlememngan besaran 2,5%. Menjelang Pemilu
2014 DPR merubah UU Nol10 Tahun 2008 tentang Peméojadi UU No 8 Tahun 2012 yang
salah satunya merubah pasal yang terkait ketenpatiamente:ythreshold dengan menaikan
angka threshold menjadi 3,5% dan di berlakukan sec;5i0ial dalam menentukan kursi
anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota. *u'aaiatan kontroversi dalam UU
Pemilu yang baru yang berujung partai kecil menggoua.

Pengaturan Parliamentary Threshold dalam Undang-ahgiNo. 8 Tahun 2012 tentang
Pemilu tercantum dalam pasal 208 dengan kete nfyatiea partai politik peserta pemilu tidak
mencapai 3,5% suara sah secara nasional man2 pddeebut tidak dapat mengirimkan
wakilnya ke DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kaw upatetak Sebelumnya pada pemilu 2009
Parliamentary Threshold hanya 2,5% cdan verlaku yeandi level DPR RI. Dengan
pemberlakuan Parliamentary Threshold 3,2% s2casional untuk penentuan perolehan kursi
DPR, DPRD Povinsi dan DPRD kabupater kot maka dlanyasyarakat yang akan kehilangan
kedaulatannya dan hal tersebut jele2. mzlanggar timss seperti yang ditegaskan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam putusai pe ngujian UU BoTahun 2012. Sebaiknya aturan
pemberlakuan parliamentary threshold 3,5 persenyhaberlaku dilevel DPR saja atau tidak
diberlakukan dalam penentuan !“«:i DPRD Provingan dDPRD Kabupaten/Kota. Hal ini
mengingat banyaknya partai “okal yang muncul karemesyarakat Indonesia adalah
masyarakat yang majemuk dan untuk menjaga kedautateyat ditingkat daerah dan menjaga
marwah UU Dasar 1945.

. Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis ini bahpeanegang kekuasaan
bertanggung jawab kepada rakyat kekuasaan diperodalui sistem pemilihan umum yang
bebas. Pemilu merupakan salah satu hak asasi warga Negaug sangat prinsipil sebagai
perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupat@m atau sarana untuk mengetahui
keinginan rakyat mengenai arah kebijakan Negarapaau

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan ralayed diselenggarakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan addndaNegara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar aN&gpublik Indonesia Tahun 1945

L Asri Muhammad SalelRolitik Hukum Dekrit PresiderBina Mandiri Press, Pekanbaru, 2002, hal. 34.
2 Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilimum anggota DPR, DPD, DPRD.



Pemilihan umum juga merupakan suatu lembaga yarfgngsi sebagai sarana penyampaian
hak-hak demokrasi rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan salah satu hak-hak aaegawegara adalah keharusan bagi
pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyeleaggapemilihan umum sesuai dengan
jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sekrgjan prinsip kedaulatan rakyat di mana
rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek pemggeman pemilihan umum itu harus juga
dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Disejumlah negara yang menerapkan atau setidakrgragktaim diri sebagai negara
demokrasi, pemilu memang dianggap sebagai lambakajigus tolak ukur utama dan pertama
dari demokrasi. Artinya pelaksananan dan hasil pemilu merupakdteks dari suasana
keterbukaan dan aplikasi dari dasar demokrasipgisay perlu adanya kebebasan berpendapat
dan berserikat yang dianggap cerminan pendapatwesgara.

Proses pemilu secara langsung merupakan konsekwanrsi kesepakatan untuk
menggunakan sistem pemerintahan presidensial, daler.c“ratisasi menuntut adanya
partisipasi publik dalam rangka penyelenggaraanep@tah. iarmasuk mengenai banyaknya
partai politik (multi partai) yang tidak lagi dilzsti’ Sehingoa i,anyak bermunculan partai-partai
baru ketika menjelang pemilihan umum yang nantialya iku: dalam kompetisi. Hal ini akan
berimplikasi bahwa, pemerintahan tidak akan s@didtnineijalankan tugasnya, oleh karena itu
dibutuhkan sebuah batasan partai mana yang wide kepuncak, salah satunya ialah
Parliamentary thresholdtau ambang batas parleiz=n.

Parliamentary Thresholdli Indonesia bar_. anaksanakan di Indonesia paduilian
umum 2009 dengan besaran angka ambarqa katas 2,680 ngana dari pemilu tersebut
memunculkan sembilan partai politik yang ‘orliamentary thresholdlan Partai Demokrat
sebagai salah satu partai pemenang. Kezainbilami parsebut adalah Partai Demokrat
(20,81%), Partai Golkar (14,45%), PDI-F{4,01%SR7,89%), PAN (6,03%), PPP (5,33%),
PKB (4,95%), Partai Gerindra (4,+053), dan Partainida (3,77%). Secara statistik
pemerintahan kabinet bersatu ini berjolar, dengdly b&an tetapi dampak langsung terhadap
perkembangan masyarakat masih \:urang tampak. Déwgdrak kekuasaan yang dibuat antara
partai koalisi, pemerintah sulit unv.¢ epakat alafaencapai sebuah keputusan. Dengan begini
kita dapat menyimpulkan, bahv'a gongerucutan pbaadasarkan kontrak tidak bisa menjamin
pemerintahan berjalan deng.n. =fisien, hal ini dikakan ketergantungan partai penguasa
terhadap partai yang menjeuii- alisinya yang bldemdasarkan kesetiaan tapi perjanjian. Dan,
lemahnya partai penguas< techadap partai oposigijyanlahnya lebih kechl.

Dari sini kita dapat-mengambil kesimpulan, bahpaliamentary thresholdnemang
dibutuhkan dalam standard yang tinggi untuk menjapemerintahan berjalan dengan lancar
dan jugaagar ada penyatuan ideologi yang mirip ataupun ysarga. Pepatah mengatakan
“Semakin tinggi standard yang diberikan, semakimkb&itas barang yang didapatDan
pemberlakuaparliamentary thresholchi juga merupakan suatu upaya untuk lebih memgaste
sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat presidedan menjadikan pemerintahan yang
stabil.

3 Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negararestasi pustaka, Jakarta: 2006, hal.247 dalam
jurnal konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitag@R, volume Il nomor 2, November 2009, hal 11.

* Miriam Budiarjo,Dasar-dasar llmu PolitikGramedia, Jakarta, 1983, hal.160-161.

® www.vivanews.com. MakalalParliamentary ThresholdBy: Adi F, DKK-Badan Eksekutif Mahasiswa
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Maka dengan memperhatikan pertimbangan diatas paater berinisiatif untuk
membuat Undang-Undang baru tentang Pemilihan Umutikumerubah beberapa materi yang
dianggap kurang efisien. Salah satunya adalah matengenai ambang batas parlemen
(Parliamentary Threshodd Namun dengan adanya perubahan materi yang berkdengan
ketentuan besaran ambang batas parle@@arliamentary Threshold sangat menimbulkan
sebuah permasalahan baru bagi golongan-golongantierIni didasari bahwa dalam Undang-
Undang Pemilihan umum yang baru ini yaitu Undangihg Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2012 yang dijelaskan dalam Pasal 208 bahwa paoldikpperserta Pemilu harus memenuhi
ambang batas perolehan suara sekurang-kurangradib jumlah suara sah secara nasional
untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursigatey DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota, yang mana dalam Undang-Undang lamilmum yang lama besaran angka
ambang batasnya hanya 2,5%. Sehingga Undang-Urtlangihan umum ini banyak mendapat
kecaman dari berbagai pihak, bahkan ada yang maehyabhwa ambang batas ini merupakan
kejahatan luar biasa yang dilegitimasi DPR dan Pieia °

Selanjutnya pemberlakugparliamentary thresholdsecara nasional untuk penentuan
kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupkwa dan ditambah lagi besarnya
angka ambang batas yang awalnya 2,5% menjadi I @&faibat tidak diikutkannya partai
politik yang tidak mencapaparliamentary thresholuuniun pemilu anggota DPR dalam
perhitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DR™Dpaten/Kota sehingga berimplikasi
dapat mematikan partai nasional dan lokal. Ha'*@aenjadi suatu masalah baru, terbukti dua
puluh dua partai non-parlemen mempersoalka... Feskn8Pasal 208 UU Pemilihan umum
terkait ambang batagparliamentary thresholc)3,5 persen serta pemberlakuannya secara
nasional untuk penentuan kursi DPR, CrR% Provineh dMPRD Kabupaten/kota. Jika
dikembalikan ke UUD 1945 secara tidak langsungnarupakan sebuah pelanggaran hak asasi
manusia dalam konteks kebebasan bciicrikat, kedsal persebut dianggap bertentangan
dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 ye.iy menegaskamda@oadalah negara hukum dan juga
Pasal 28 D UUD 1945 menurut Yusi:'. It.za Mahend@aeka dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahui. 1245 dalam Pasaya® mengatur tentang kebebasan
berserikat dan berkumpul, meng=ivarkan pikiran denfisan ataupun dengan tulisan. Ini
menyangkut kepastian hukum caii 2adilan sertamagadi dalam hukum dan pemerintah.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraig . diatas, penulis merumuskan &e®erumusan masalah yaitu
bagaimana pengaturdai.2:nentary Thresholdlalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRDD&nh apakah pengaturan
Parliamentary Thresholthertentangan dengan Kedaulatan Rakyat dan Pasii@hg-Undang
Dasar 1945 Negara Republik Indonesia terkait hélelBasan berserikat dan berkumpul ?

. Tujuan Pendlitian

Tulisan ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimanagp&uranParliamentary Threshold
dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentanglP@miUmum Anggota DPR, DPD, dan
DPRD. Dan untuk mengetahui pengatuRerliamentary Threshold bertentangan atau tidak

® Guy S Goodwin-GillPemilu Jurdil Pengalaman dan Standar Internasion&l94, dalam
www. Tribunnews.com. Diakses 17 April 2012, 18:17BNI

" www.vivanews.com22 Partai Menggugat Undang-Undang Pemilu Yang Baliakses 26 juni 2012,
jam 11.05 wib.



bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dad&rN&gara Republik Indonesia terkait
hak kebebasan berserikat dan berkumpul.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapsmberikan kegunaan, baik yang
bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis.
1. Manfaat Teoritis
a. Dari hasil penelitian ini memberikan manfaat bpgnhulis sendiri dalam menambah
wawasan dibidang Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukiate Negara pada
khususnya.
b. Memperkaya literatur yang telah ada yang berkai@mgan ambang batas parlemen
atauParliamentary threshold
c. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untekgembangkan ilmu
pengetahuan yang telah penulis peroleh selamal«.
2. Manfaat Praktis
a. Sebagai bahan informasi atau perbandingan hagasek@n yang ingin melakukan
penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang saiia.
b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya.
c. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku padz setigpirpan tinggi yaitu sebagai
syarat dalam menempuh ujian akhir unv‘k mempemgdddr Sarjana Hukum.
d. Untuk menambah referensi kepustak_an-dan sebagwasigsih penulis terhadap
almamater serta terhadap seluruh penba:a.

E. Kerangka Teoritis

Menurut teori kedaulatan rakyat, 4vc gara memperkéduasaan dari rakyat; kekuasaan
tersebut bukan dari Tuhan apalag’ rc;a. Dalam miakepri kedaulatan rakyat tidak sejalan
dengan teori kedaulatan Tuhan, sekab teori ini em@ofgakan gagasan-gagasan yang
bertentangan dengan teori kedau'atan Tuhan. Tewridianjurkan oleh Jean Jacque
Rousseau, Montesquieu dan J 3 Loéke.

Mengenai kedaulatan in’. nvwmanuel Kant berpendapatva tujuan negara itu adalah
untuk menegakkan hukui='an menjamin kebebasan pdala warganegaranya. Yang
dimaksud kebebasan di st adalah kebebasan shsugan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Undang uni'ang itu sendiri adalah paan penjelmaan dari rakyat. Dengan
demikian,undang-unuan merupakan penjelmaan daralien atau kehendak rakyat. Jadi,
rakyat adalah pemegang kekuasaan tertihggi.

Kenyataan berbicara bahwa mengumpulkan pendapgatrakenjadi satu pendapat
adalah pekerjaan yang sangat sulit. Oleh karenanégkanisme yang dipergunakan pada
abad modern ini adalah mekanisme apa yang dikat@dwaiokrasi, yaitu pemerintahan dari
rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.

Kehendak rakyat biasanya dikumpulkan melalui pea&an pemilihan umum.
Pemilihan bisa menentukan siapa yang menjadi psaguatuk mengatur kehidupan rakyat

8 Jurnal konstitusi, PKK Fakultas Hukum UniversiBettimura, vol. I, Nomor I, Juni 2009, hal. 49
® Muchtar Pakpahatimu Negara Dan PolitikPT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hal. 76.
10 H

Ibid.



sehari — hari, dan juga bisa menentukan siapa—g&pg menjadi wakil rakyat untuk duduk
dalam badan perwakilan rakyat dan menentukan apgyenjadi kehendak rakyat.

Asas kedaulatan rakyat menghendaki agar setiapakiamd dari pemerintah harus
berdasarkan kemauan rakyat, yang pada akhirnyaasséimidakan pemerintah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakikimya.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupséeana perwujudan kedaulatan
rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yamgktatis berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Hampir tak ada Negawmg ymenggunakan sistem
pemerintahan yang tidak demokratis, sehingga hasginua Negara yang meggunakan
sistem pemerintahan dengan menjalankan PemilihammumSesuai dengan prinsip
kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, nielaasaan untuk menentukan corak
dan cara pemerintahan sesungguhnya berada di tarajgat. Kedaulatan tersebut
dilaksanakan menurut ketentuan UUD, yaitu oleh kgabnegara, dan oleh rakyat yang
diantaranya melalui mekanisme pemilihan umum sebege. diatur dalam Pasal 22E UUD
1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 aysun{nyatakan bahwa “kedaulatan
berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menuruatinthi.dang Dasar”.

Disini terdapat keterkaitan yang sangat erat ange @ks anaan kedaulatan rakyat dengan
sistem pemilihan umum dan juga demokrasi. Khususiigagenai prinsip demokrasi dan
metode pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan uasua—yang terdapat dengan pemilihan
umum. Uraian pada bagian ini sangat dip<rlukan kumhelihat secara lebih konkret
bagaimana sebuah sistem pemilu berfunc.i scbagdiammtuk melaksanakan dengan
prinsip—prinsip demokrasi sekaligus sebage ko siasi metode demokrasiDan pemilihan
umum juga merupakan suatu kegiatin vang salah ysat@dalah bertujuan untuk
melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.

F. Metode Pendlitian
1. Jenis Penelitian/Pendekatan
Jenis penelitian/pendekatar.. yang digunakan olehulisgedalah penelitian hukum
normatif yaitu penelitian huk.w kepustakaarkarena menjadikan bahan kepustakaan
sebagai tumpuan utama.Peneiiian hukum normagbdisjuga penelitian hukum doktindl.
yaitu suatu penelitian yang ™+ ngkaji mengenai asas-hukum, sistem hukum, sinkronisasi
hukum, mengenai perbetdiz gan negara hukum, darasdyakum. Dan dalam penelitian ini
penulis mengkaji menganai asas-asas hukum darosig&si hukum.
2. Metode dan Alat Periget2pulan Bahan Hukum
Metode yang digunakan dalam penilisan jurnal ohlah melalui studi kepustakaan/
studi dokumen, sehingga penilisan ini disebut kajiskum normatiflégal research Data
yang digunakan dalam penilisan jurnal ini adalata dakunder.
3. Teknis Analisis Bahan Hukum
Dalam panulisan skripsi ini analisis yang dilakukadalah analisikualitatif, yang
merupakan tata cara kajian yang menghasilkan dzdhrigtif, yaitu apa yang dinyatakan

11 H
Ibid.

12 Khairul Fahmi,Pemilihan Umum dan Kedaulatan RakyRT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2011, hal.
91.

13 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudjienelitian Hukum NormatifSuatu Tinjauan SingkaPT. Raja
Grafindo, Jakarta: 2003, hal. 23.

14 Amiruddin dan Zinal AsikinPengantar Metode Penelitian HukufT Raja Grafindo Persada, Jakarta:
2006, hal. 118.



secara tertuli§ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan raedaduktif yaitu
menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat unkepada hal-hal yang bersifat khusus.
Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimalagah melihat faktor-faktor yang
nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpydeng juga merupakan fakta dimana
kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori

G. Hasil Pendlitian

1. Pengaturan Parliamentary Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD

Pada saat ini, secara prinsip dianggap Undang-Untlemmor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum telah cukup baik, namun dengan aahyamika pelaksanaan Pemilu
2009 dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yaagguji Undang-Undang tersebut
maka diperlukan perubahan dan penyempurnaan. itt@ch satunya, latar belakang
mengapa DPR Rl menganggap perlu untuk melakukatpgoan atas pengaturan yang ada
dalam Undang-Undang Pemilu yang lama. ~Dinana melaburat Nomor:
LG.01/6504/DPRRI/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 DIRR menyampaikan Rancangan
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undaig-tLindangpr 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPR2‘(lebikedal sebagai RUU Pemilu)
kepada Presiden.

Upaya memperbaiki penyelenggaraal F>milu ini mdampabagian dari proses
penguatan dan pendalaman demokfdserciig democracggrta upaya mewujudkan tata
pemerintahan presidensiil yang efektif. L enc an gdaenggantian Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2008 ini diupayakan bahwa.r rosez demshksatietap berlangsung melalui Pemilu
yang lebih berkualitas dan pada s/2t yang bersapraaes demokratisasi berjalan dengan
baik, terkelola dan terlembada.

Menurut Mohammad Qadai’. bisa dilakukan dengan plla penyederhanaan partai
politik. Pertama dilakukan secaic: paksaan, seperti pada masa Badedimana parpol
tidak boleh lebih dari dua pertar (PPP & PDI) datudagi Golongan Karya yang sebenarnya
berperan sebagai parp#lec . secara alamiah. Cara ini dapat dilakukan dengkah satu
sistem pemilu (sistem c:su.:» atau sistem propamsipdan dengan memberlakukan system
ambang batas Parliai et tary Threshold Serta dengan cara mengecilkan besaran
(magnitude daerah peintihan seperti pada pemilihan 2004aharentang daerah pemilihan
adalah berkisar antara 3-12 kursi. Alasan tersetartjadi pemicu perlunya sistem ambang
batas yang akame-managsistem multipartai yang ad?.

Parliamentary Thresholdi Indonesia, khususnya pada Pemilu 2014 mendathatyr
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang IP@miUmum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan DeWarwakilan Rakyat Daerah.
Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 208 yaitagatberikut:

15 Soerjono Soekant®engantar Penelitian HukurtJll Press, Jakarta: 1983, hal 32.

16 Aslim RasyadMetode limiah; Persiapan Bagi PenelitiNRI Press, Pekanbaru: 2005, hal. 20.

" penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indondsienor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilaerBh, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

18 Titik Triwulan Tutik...Op Cit,hal. 384



“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi amgldstas perolehan suara sekurang-
kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jundalra sah secara nasional untuk
diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggd®®& CDPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota”

PenggunaaarliamentaryThresholddi Indonesia baru dimulai pada pemilu 2009 yang
lalu. Dengan adanya pengaturan batas minimal genleuara ini tidak semua partai politik
peserta pemilu tahun 2009 dapat menduduki parleBektinya dari 38 partai peserta
pemilu hanya 9 yang memiliki wakilnya di parlemen.

Namun pengaturan mengernmrliamentary thresholgangdiatur dalam Pasal 208 UU
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum AnggoRRDPDPD, dan DPRD tersebut
merupakan aturan yang sudah menciderai nilai-dégnokrasi yang berlaku di Indonesia.
Karena partai politik yang tidak memperoleh suamaimmal 3,5 persen dari jumlah suara sah
secara nasional maka partai tersebut tidak diikutdalam penentuan perolehan kursi
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Koehingga suara yang diperoleh
oleh parpol tersebut dianggap hangus.

Sehingga, jika disinkronisasikan dengan Undang-bgdaasar 1945 sebagai Undang-
Undang tertinggi menurut analisa penulis aturar ge»ai penerapan parliamentary
thresholdtersebut sudah melanggar Adaex Speciais uerogat Lex Generalisarena UU
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu tersebut cud-deriiangan dengan beberapa pasal
dalam UUD 1945. Diantaranya yaitu Pasal 22E &yptRasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal
28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D »Yau&h Pasal 28l ayat (2).

Sedangkan konsekuensi Negara hutum’' yang demokdaiis Negara demokrasi
berdasarkan hukum, sebagaimana ditecasran olehPagat (2) dan ayat (3) UUD 1945,
tidak hanya berarti bahwa proses pema<itukan hu#tam materi muatannyan( casu
undang-undangharus mengindahkar:¢ wisip-prinsip demokrasgpiejuga berarti bahwa
praktik demokrasi harus tunduk paac prinsip Nedmaraum (rechstaat, rule of lawyang
menempatkan undang-undang dascr.scbagai hukungtgrsupreme law?y.

2. Pemberlakuan Parliamentary 7:wchold Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan
Kursi Anggota DPR, DPRC Ficringi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Kaitannya
Dengan Kedaulatan Rakya.

Jika dilihat dari perspeltif Hukum Tata Negara, grapanParliamentary Threshold
dinilai lebih efektif vattk mencegalPolitical Gridlock yang sulit dihindari dalam
penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Presidensil p#ata menggunakarktlectoral
Threshold®

Namun demikian, jika pemberlakugrarliamentary thresholdsecara nasional untuk
menentukan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, daRDRabupaten/kota sebagai sarana
mewujudkan pemerintahan yang stabil juga tidaklammirna justru akan memunculkan
keamanan Negara yang tidak stabil. Pasal 208 Unrdadgng Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengdtahwa pemberlakuan
parliamentary threshold diterapkan untuk tingkatan DPRD provinsi, dan DPRD

19 putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesigu$an Nomor 52/PUU-X/2012 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilulmnm Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadapUndang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1986in Pengujian Konstitusionalitas Pasal 208 UU No. 8uha2012.

20 Artikel “Catatan Singkat Tentang Electoral Threshold Dan ligarentary Thresholdhal 2 dalam
www.scribd.com/doc/20868964/ diunduh 26 juni 20L&y 01.28 wib.



kabupaten/kota. Jika pasal dalam UU tersebut tdiakbah dan tetap diberlakukan maka
dalam pemilu 2014 mendatang akan terjadi pada dnlgn suara pemilih yang diberikan
kepada calon legislatif di daerahnya masing-masiagg partai tersebut tidak mencapai
angkaparliamentary thresholdsecara nasional namun didaerahnya tersebut mekeapat
dukungan mutlak. Kelemahan ini tentunya akan sangatugikan bagi calon legislatif di

daerah dan konstituen yang diwakilirtya.

Dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga nadalieh keharusan bagi pemerintah
untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan gemilumum sesuai dengan jadwal
ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai depgasip kedaulatan rakyat di mana
rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek pemyggeran pemilihan umum itu harus
juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukaniM@rupakan sebuah pelanggaran
terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidakjamém terselenggaranya pemilihan
umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umanpat persetujuan para wakil
rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehinggailip«..umum tidak terselenggara
sebagaimana mestinya

Sebagai pembanding, berdasarkan data penyeleaygaemilu tahun 2009 oleh KPU.
Dari total suara sah yang dihitung sebanyak 13.2epe serclehan suara partai politik peserta
pemilu hangus karena tidak memenuhi persyara@muamentary threshold2.5 persen.
SeandainyaParliamentary thresholduga diberlakt'<ar. untuk penentuan perolehan kursi
anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabuy aten/kotautsrat akan lebih banyak suara
pemilih partai politik di daerah-daerah yanc me.adikgn dukungan mutlak hangus karena
tidak mencapai angkaparliamentary thiashold untuk DPR. Maka rakyat yang
menyumbangkan suaranya dan suarany/1 hcngus méeek&enilangan kedaulatannya.

Mahkamah Konstitusi dalam putusana4 juga menegabkhAwa ketentuan Pasal 208
UU Nomor 8 Tahun 2012 tentw.y~Femilu dan penjelaganbertujuan untuk
menyederhanakan kepartaian secar? ‘alamiah. Namuomkide, dari sudut substansi,
ketentuan tersebut tidak mengakori.adasi semangsdatpan dalam keberagaman. Ketentuan
tersebut menghalang-halangi ac<niresi politik dkatglaerah, padahal terdapat kemungkinan
adanya partai politik yang tida. = >ncagaarliamentary thresholdecara nasional sehingga
tidak mendapatkan kursi di.ur™?, namun didaerahadadraik ditingkat provinsi maupun
kabupaten/kota, partai pc i tersebut memperaehlra signifikan yang mengakibatkan
diperolehnya kursi di letiisc ga perwakilan masingintpslaerah tersebut. Politik hukum
sebagaimana yang dit:nti'kan dalam Pasal 208 UU N8mahun 2012 dan penjelasannya
tersebut justru berteriwa1an dengan kebhinekaakeddrasan aspirasi politik yang beragam
disetiap daeraf. Dari sini dapat dinilai sangatlah wajar apabiladamg-undang tersebut
banyak menimbulkan catatan kontroversi sehinggaydlanparpol-parpol kecil yang
menggugatnya.

Masyarakat indonesia terlalu beraneka ragam kemgjanmya, dan bahkan cenderung
bersifat segmentéddan fragmented Pengelompokan-pengelompokan terjadi berdasarkan
banyak factor, termasuk factor suku, ras, agamé&aragolongan, antar aliran, antar
kedaerahan, antar kelas sosial, antar budaya,atmgainya. Oleh karena itu di masa depan

2L www.inilah.com.Reformasi hukum Indonesi®enerapan Parliamentary Threshold pada Pemilu

Legislatif di Indonesia dalam Kaca Mata Hukum Thliegarg diakses 1 november 2012, 12:12 wib.
22 Jimly AsshiddigiePengantar llmu Hukum Tata Negara... Op G). 172.
% pytusan MK..Op Cit



pun tetap sulit membayangkan bahwa jumlah partitikpakan berkurang atau mengalami
penyederhanaan alamiah seperti yang diharajjkan.

Menurut pemahaman penulis bahwa dalam penerapamangmbatas secara nasional
untuk penentuan perolehan kursi anggota DPRD psovitan DPRD kabupaten/kota
merupakan kejahatan politik luar biasa karena keten itu akan menghilangkan atau
setidaknya merusak keaslian hak pilih warga nedaena ketika warga negara memilih
anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, ncakrpilihnya diukur melalui
pemilihan anggota DPR. Ketentuan ini juga akan s®kudemokrasi lokal dan
menyeragamkan dinamika politik lokal hanya dengagigpensi politik nasional. Ketentuan
ini jelas melanggar Pasal 22E ayat (1) dan Pasaya(1) UUD 1945.

Pemikiran penulis diatas juga didukung oleh penddpahkamah Konstitusi melalui
Putusannya bahwa “Pemberlakuanparliamentary threshold secara nasional yang
mempunyai akibat hukum pada hilangnya kursi-kypesitai politik yang tidak memiliki
kursi di DPR namun partai politik bersangkutan meuofr. -etentuan bilangan pembagi
pemilih di daerah dan menjadikan kursi-kursi tewset'n.'iki partai politik lain yang
sebenarnya tidak memenuhi bilangan pembagi pemalihu.»>. memiliki kursi di DPR, justru
bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak pdii#ii rasionalitas, sehingga bertentangan
pula dengan tujuan pemilihan umum itu sendiri yzadlin memilih wakil rakyat mulai dari
tingkat pusat hingga daerah. Mahkamah juga meniabilaparliamentary threshold3,5%
diberlakukan secara bertingkat, masing-masi>1 3j68%k DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota, dapat menimbulkan kemurjkinan tatik satu pun partai politik peserta
Pemilu di suatu daerah (Provinsi Atau KabujaterdKotang memenuhparliamentary
threshold 3,5% sehingga tidak ada satuoui. anggota partédikpghng dapat menduduki
kursi DPRD. Hal ini mungkin terjaci j'“z" diasumsikgpartai politik peserta Pemilu
berjumlah 30 partai politik dan suara . v\>ag: isghingga maksimal tiap-tiap partai politik
peserta Pemilu hanya mempero’eii. maksimal 3,3% .sugekin itu, terdapat pula
kemungkinan di suatu daerah haria ada satu pafitik yang memenuhparliamentary
threshold 3,5% sehingga hanyec. ada satu partai politik yaegduduki seluruh kursi di
DPRD atau sekurang-kurangr.:a-manyak kursi yang tidasi. Hal itu justru bertentangan
dengan ketentuan konstituct yaag menghendaki Peamtuk memilih anggota DPR dan
DPRD, yang ternyata tidai t=:capai karena kursiktictrbagi habis, atau akan terjadi hanya
satu partai politik yang ceduk di DPRD yang dengimikian tidak sejalan dengan
Konstitusi.

3. Pemberlakuan Parliamentary Threshold Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan
Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Kaitannya
Dengan Hak Kebebasan Berserikat Dan Ber kumpul

HAM atau Hak Asasi Manusia dan demokrasi merupdiamsepsi kemanusiaan dan
relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradabanusia di seluruh penjuru dunia. HAM
dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasiljugegan manusia untuk
mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaasey@ab hingga saat ini hanya
konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti palmgngakui dan menjamin harkat
kemanusiaan.

2 Artikel:  Jimly Asshiddigie, Memperkuat sistem pemerintahan presidenslember, dalam
www.wikipedia.com/diunduh 28 November 2012 PukulOZ2wib.
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Konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dewkanisme kekuasaan
berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatarusimanDemokrasi menempatkan
manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudi&endl dengan prinsip kedaulatan
rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, kumiemenuhi hak-hak tiap manusia tidak
mungkin dicapai oleh masing-masing orang secarwithhl, tetapi harus bersama-sama.
Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tegtapa yang menjadi tujuan bersama, batas-
batas hak individual, dan siapa yang bertangguraljamtuk pencapaian tujuan tersebut dan
menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengarashaatasnya. Perjanjian tersebut
diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukurtiniggi di suatu negarahe supreme
law of the lang, yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalakam dan kebijakan
negara. Proses demokrasi juga terwujud melaluiggaspemilihan umum untuk memilih
wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.

Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannygasderkait dengan konsepsi
negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesunggyta:2 memerintah adalah hukum,
bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuamlis:tatanan norma hukum yang
berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwkmiasebuah negara hukum menghendaki
adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitissi 1o g merupakan konsekuensi dari
konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelznsteddokrasi karena konstitusi adalah
wujud perjanjian sosial tertingéi.

Selain itu, prinsip demokrasi atau keurulatan rekyapat menjamin peran serta
masyarakat dalam proses pengambilan ke putusamggehisetiap peraturan perundang-
undangan yang diterapkan dan ditegakken bznar-bmeacerminkan perasaan keadilan
masyarakat. Hukum dan peraturan peru’idang-undayaganberlaku tidak boleh ditetapkan
dan diterapkan secara sepihak oleh dan.ztau hamyk Wepentingan penguasa. Hal ini
bertentangan dengan prinsip demokia.Hukum talalaksudkan untuk hanya menjamin
kepentingan beberapa orang yang verkuasa, melamkajamin kepentingan keadilan bagi
semua orang.Dengan demikian wecara hukum yang dikembangkan nbudtasolute
rechtsstaatmelainkardemocratis-herechtsstaét

Sebagaimana telah berha i~ 'irumuskan dalam naBkambahan Kedua UUD 1945,
ketentuan mengenai hak-heék alasi manusia telahapatkén jaminan konstitusional yang
sangat kuat dalam Undang‘*2dang Dasar. Sebagian tmaderi Undang-Undang Dasar ini
sebenarnya berasal dari 1 usan Undang-Undangtgkaigdisahkan sebelumnya, yaitu UU
tentang Hak Asasi Mawsia. Jika dirumuskan kembadika materi yang sudah diadopsikan
ke dalam rumusan Unacang-Undang Dasar 1945 diaytanarencakup kelompok hak-hak
politik, dan sosial yaitu:

1. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, bgrdbislan menyatakan pendapatnya
secara damai.

2. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipliélam rangka lembaga perwakilan
rakyat.

3. Setiap warga negara dapat diangkat untuk mendyahéian-jabatan publik.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa penerapanliamentary thresholgsecara nasional
juga diberlakukan dalam penentuan untuk memperklebi anggota DPRD provinsi dan

% Jimly Asshiddigie Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesigdisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press,
2005), hal. 152-162.

26 |hid.
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DPRD kabupaten/kota dalam sistem pemilihan umuroriadia ini sudah jelas melanggar
prinsip keterwakilan(representativeness$ehingga menimbulkan ketidakpastian hukum
(legal uncertainly)dan ketidak adilafinjustice)bagi anggota partai politik yang sudah lolos
verifikasi dan tidak lolos pada perolehan suaralkimhencapai 3,5 persen suara sah secara
nasional pada pemilu legislatif sehingga partadeut tidak bisa mengantarkan wakilnya ke
DPRD baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, langkah kebijakan yang diambil oleh penmtuk undang-undang dalam
rangka penyederhanaan sistem kepartaian tidak fkensdan tidak memiliki desain besar
(grand designkerta perencanaan yang matang. Sikap ini Nampak ¢dri eksperimentasi
yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang demgengubah, bahkan mengganti,
undang-undang dibidang politik setiap menjelang yplnggaraan pemilihan umum.
Penyederhanaan sistem kepartaian tidak dapat Hdakisekejap mata dan semudah
membalikan telapak tangan, dibutuhkan konsistemsktu yang panjang dan perencanaan
yang matang. Jumlah partai politik dapat dilakukgembaiasan melalui perekayasaan
sosial berdasarkan aturan-aturan hukum tanpa maengiorcankan kebebasan berekspresi
dan hak konstitusional warga Negara untuk bersedi&a he:<umpul.

Oleh karena itu, bahwa modeérliamentary thresnolc:ebagaimana diatur pada Pasal
208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dalar: raugkgederhanaan sistem kepartaian
Indonesia adalah bertentangan dengan UUD 194% ena sudah jelas bahwa sebagian
rakyat Indonesia hak asasinya dalam berpziitik .dasialnya terabaikan akibat adanya
peraturan yang diskriminatif bagi parpol-p_nct ikegang memungkinkan sulit untuk
mendapatkan suara 3,5 persen secara nacion il masmiliki suara mutlak di daerahnya
masing-masing.

Mengenai pemberlakuaparliamentery th.esholdyang hanya di berlakukan di level
DPR saja maka penulis menganalisa . wiwa aturagbtérbertujuan untuk merampingkan
partai politik yang ada di parlemen yaxg merupa@vuah solusi yang sangat bagus karena
demi terwujudnya pemerintahan yarg stabil dan #fakkngan sistem pemerintahan
presidensil maka dibutuhkan ‘penyederhanaan paudhbiikp dan penulis manganggap
ketentuan tersebut tidak beri=a'angan dengan HAKnNka setiap orang, setiap warga
negara, dan setiap partai pc'iuneserta pemperttakukan sama dan mendapat kesempatan
yang sama melalui kompe:ai. recara demokratis dRemilu.

Anggapan penulis tescut juga diperkuat dengadaget Mahkamah Konstitusi dalam
putusan Nomor 3/PUL 1:/2009 terkait gugatan P&8& ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008,
bahwa Mahkamah Reortitusi mengatakan pemberlalpatiamentary thresholddalam
Pasal 202 UU No. 10 Tahun 2008 merupakan kebijgkag sudah tepat, karena kedudukan
DPRD dalam sistem ketatanegaraan memang berbedard®PR yang bersifat nasional
dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undarad P@asyat (1) UUD 1945), serta
menjadi penyeimbang kekuasaan Presiden dalam sislerks and balancésgi pula
kekuasaan DPRD sebagai bagian dari pemerintaharahdaeasih bisa dikontrol oleh
pemerintah pusat. Dalam hal ini, MK juga sependagahgan argumentasi DPR,
Pemerintah, dan ahli dari Pemerintah, bahwa kedergarliamentary thresholggang hanya
berlaku bagi penentuan kursi DPR dan tidak berlzdgi penentuan kursi DPRD, bukanlah
kebijakan yang deskriminatif, melainkan kebijakamg proporsional.

%" pendapat Hakim Konstitusi, M. Akil Mochtar, dal&@uatusan Nomor 52/PUU-X/2012 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilifranm Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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H. Kesimpulan dan Saran

Pengaturaparliamentary thresholddalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRBlan 3,5 persen berlaku secara
nasional. Sebelumnya pada pemilu 2009 ambang latgs harus dicapai oleh semua partai
untuk dapat mengirim wakilnya ke parlemen sebegapérsen. Ketentuan tersebut diatur dalam
Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. Pemberlakpeiamentary threshold dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 apabila partai yang tidencapai perolehan suara tidak
mencapai ambang batas 3,5 persen maka tidak didpdakan dalam penentuan perolehan kursi
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/keteheda dengan aturan pemberlakuan
dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dimana péakioan parliamentary threshold
hanya di level DPR RI saja. Hal ini sangat jelabviea aturan pemberlakugrarliamentary
thresholddalam UU Nomor 8 Tahun 2012 sangat diskriminatdréfa penerapgrarliamentary
thresholddalam penentuan kursi anggota DPRD provinsi darikk&b akan berpotensi pada
hilangnya suara pemilih yang diberikan kepada cégislatif '!ah sebuah kekurangan dari
peneraparparliamentary thresholdfang sangat krusial, karcrnie. hal tersebut sangatiderai
konstitusi.

Selanjutnya pengaturgrarliamentary thresholdlalam 'JU 1lo. 10 Tahun 2010 bertentangan
dengan kedaulatan rakyat dan Pasal 28, Pasal 280y rasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Letak dasaryatm:iiamentary threshol@dalah untuk
mengefektifitaskan representasi suara rakyat diep®n. Namun dengan pemberlakuan
parliamentary thresholddengan angka tingg: /3,2%) dan diberlakukan seaaaaional
menjadikan rakyat kehilangan kedaulatannya di ysete karena suara mereka (partai-partai
kecil yang tidak mencapai ambang batas) na.gustidak terwakili di parlemen. Selain itu
aturan tersebut merupakan aturan yang ciskrimigatiy membuat beberapa partai-partai kecil
harus berdiam diri tanpa bisa berbuai~ iga-apa urdldgat karena partai tersebut tidak
mempunyai wakil di DPR. Padahal keuexasan mendindeatai politik dijamin oleh konstitusi
yang mana tercantum dalam Pasal 2t.11'JD 1945 terkelngbasan berserikat, dan berkumpul
dalam menyampaikan aspirasi baik lisan maupunratulis

Yang menjadi saran dalam™ ueoulisan ini adalah kepai Pengaturarparliamentary
threshold dalam Pasal 208 Uncaig Undang Nomor 8 Tahun gJitang Pemilu perlu ditinjau
ulang kembali. Sebaiknya pe..2-rlakyzarliamentary threshol®,5 persen dan yang berlaku
secara nasional itu dirubah«en:an hanya berld&ualiDPR saja. Mengingat putusan MK yang
mengabulkan gugatan ter'iat dengan Pasal 208 UWBN@hun 2012 tentang Pemilu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD iiaa DPR harus merubah sesueiinpang sudah diputuskan oleh MK
dalam undang-undang tersebut dan segera diundangkak pengetahuan masyarakat luas.

Kemudianparliamentary thresholdhi sebaiknya tidak diberlakukan dalam pemilihamuun.
Seandainya diberlakukan sebaiknya hanya untuk rpariepusat (DPR RI). Karena bangsa
Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dimanaapsatierah partai-partai yang mendapatkan
suara terbanyak adalah partai-partai yang berligalskan ada partai-partai yang mendapatkan
suara terbanyak disuatu daerah tidak masuk parlemesat. Karena itu pemberlakuan
Parliamentary thresholddi level DPR RI merupakan jalan tengah untuk meogaidir
kebutuhan Negara yang ingin menerapkan sistem desegikit partai dan kebutuhan partai-
partai yang ingin diakomodir keinginan/perjuangaamyelalui parlemen. Dengan begitu tidak
terlalu banyak suara masyarakat yang bilang sebiragas kedaulatan rakyat dan hak sipil
politik (HAM) masyarakat tidak hilang.
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